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PUTUSAN
Nomor 575/Pdt.G/2023/MS.Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ Tgl. Lahir di

Tenggulun, 15/09/1975, Umur = 48 tahun, agama
Islam, pendidikan = SD/Sederajat, pekerjaan
petani/pekebun, tempat tinggal di XXXXXXX XXXXXX
XXXXX,  XXXXXXXXX XXX XXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXX

xxxxxx, dalam hal ini berdomisili elektronik pada

email pantandamarl6@gmail.com / HP.
081269588016, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ Tgl. Lahir di Langsa,
11/07/1982, umur + 41 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan  XXXXXXXX XXXXXXX,
tempat tinggal di XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, Selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember

2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah
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Syar’iyah Takengon Nomor 575/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 07 Desember
2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, Kabupaten/Kota
Langsa Provinsi xxxx sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor: 0260/025/VI111/2016, tertanggal 21 Agustus 2016, yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa Baro, Kabupaten/Kota
Langsa Provinsi xxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan
Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di
XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXK XXX XXXXXKK, XXXXXKKXX XXXX XXXXXX
sampai dengan berpisah
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah
pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda
dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Alesha Azzahra,
perempuan ,lahir di Langsa, tanggal 28 Desember 2017, umur £ 6
tahun, Aqila Hafizah, perempuan, lahir di Langsa, tanggal 03 November
2020, umur x 3 tahun yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya
hidup rukun selama = 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu terjadi
perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga
tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya
disebabkan oleh:
a. Dikarenakan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat
dari Pemohon dan Termohon sering melawan terhadap Pemohon;
b. Dikarenakan keras kepala dan sering meninggikan suara
kepada Pemohon;
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C. Dikarenakan =~ Termohon  sering memebesar-besarkan
permasalahan kecil yang membuat Pemohon dan Termohon
bertengkar;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon terjadi pada tanggal 24 Oktober 2022 Disebabkan oleh
karena Termohon meminta untuk di pulangkan atau di ceraikan oleh
Pemohon karena Termohon merasa sudah tidak sejalan lagi dengan
Pemohon dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman
bersama dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah
kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah
pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat
kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
11. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya
adalah dengan mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah
Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup
alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim

yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan
memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya
dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1
(Satu) Raji Kepada Termohon (TERMOHON) berdasarkan Ketentuan
Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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Subsider:
apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak
pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang
kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor
575/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, serta
ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak
hadir kemudian Hakim memberi nasihat kepada Pemohon supaya
menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena
Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan
yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannaya Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan
TERMOHON Nomor: 0260/025/VII1/2016, dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan KUA Langsa Baro Kota Langsa Provinsi
xxxx, tanggal 21 Agustus 2016, yang telah dinazegelen oleh Kantor
POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan
diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 510/76/PDM/2023, tanggal 20
November 2023, yang dikeluarkan Reje KABUPATEN XXXX XXXXX,
ACEH, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing

sebagai berikut:
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1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXX XXXXX, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
Pemohon adalah Warga Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2016.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan
Termohon berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di KABUPATEN XXXX XXXXX, ACEH dan telah di karuniai
seorang anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah
tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon
dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki — maki
Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari
tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah
mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak
berhasil;

2, SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXxxX, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXX XXXXX, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
Saksi adalah tetangga Pemohon.
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- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2016.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan

Termohon berstatus jejaka.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di KABUPATEN XXXX XXXXX, ACEH dan telah di karuniai

seorang anak.

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah

tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon

dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki — maki

Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari

tempat kediaman bersama.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih satu bulan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak

saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak

berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang
diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada
pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Pemohon serta mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang
tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan
perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk
mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana
tersebut dalam permohonannya, halmana alasan seperti itu diperkenankan
oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dengan
demikian Mahkamah Syar’iyah berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan
eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor
575/Pdt.G/2023/MS. Tkn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta
ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.
Dengan demikian Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak
mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini
diproses tanpa hadirnya Termohon:;.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak
dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
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Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk
membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Hakim telah berupaya
melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon
tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Hakim berpendapat
usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah
mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil
untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Hakim
berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum,
yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti
tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in justicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa asli Surat
Keterangan Mediasi yang dikeluarkan oleh Reje KABUPATEN XXXX
XXXXX, ACEH, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil
bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2
tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-
Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-
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Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak
keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2,
dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum
memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh
keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon
dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri
dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak
keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah
menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual,
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu
yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim
berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon,
patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Hakim telah berupaya
melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon
supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon
tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya
permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak
harmonis lagi (broken marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan
seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga
tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3
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Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan
bagi Pemohon, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu berpegang pada ayat al
Quran Surat al Bagarah 227 yang berbunyi:

ple o alll oL GMall lso e 0ls
Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat
dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22
Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993
tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Hakim tidak perlu lagi
mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan,
melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah
terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil
permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan
mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan
secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah
Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang
besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang—undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan
Mahkamah Syar’iyah Takengon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 520.000,,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs.
Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut,
dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,
dto
Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,
dto
Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya:
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- ATK Perkara: Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 400.000,00

- PNBP ' Rp. 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).
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